
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH I STI M EWA YO GYAKARTA

NOMOR t2t /Y-e? / 2cl23

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang cepat,

tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perlu didukung

dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OIO tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, Gubernur selaku pimpinan badan publik

berwenang menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yograkarta;

c. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2O2l tentang Standar Layanan

Informasi Publik perlu dilakukan penyesuaian struktur

organisasi dan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yograkarta;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah

Mengingat
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaQ;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yograkarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

s8);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6L Tahun 2O1O tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlO Nomor 99, Tambahan Lembaran
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Negara Republik Indonesia Nomor 51a9);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor I57);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2l Nomor 741, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 37);

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 4

Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Tahun

2021, Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogzakarta dengan

susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur

ln1.

Menetapkan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terdiri dari:

a. PPID / PPID Utama; dan

b. PPID Pelaksana / PPID Pembantu.

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Tugas:

1. menyediakan dan menyampaikan informasi dan

dokumentasi tentang pen5rusunan dan pelaksanaan

kebijakan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Dana Keistimewaan di Daerah;
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2. men5rusLrn dan melaksanakan kebijakan informasi dan

dokumentasi;

3. men)rusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi

dan dokumentasi;

4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan

pengumpulan bahan informasi PPID Pelaksana / PPID

Pembantu;

5. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan

memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada

publik;

6. melakukan verifikasi bahan informasi dan

dokumentasi publik;

7. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan

dokumentasi;

8. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan

monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan

dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana I
PPID Pembantu;

10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara

berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

11. memfasilitasi permohonan informasi publik dari

masyarakat;

12. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak

untuk dipublikasikan;

13. menugaskan PPID Pelaksana / PPID Pembantu

dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan,

mengelola, dan memelihara informasi dan

dokumentasi;

L4. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa

Informasi Publik yang ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur; dan

15. menjamin aksesibiltas informasi dan dokumentasi bagi

masyarakat.
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b. Wewenang:

1. menetapkan kebijakan layanan informasi publik;

2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan

informasi publik;

3. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

4. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara

berkala danf atau sesuai dengan kebutuhan dalam

melaksanakan pelayanan informasi publik;

5. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi

dari PPID Pelaksana / PPID Pembantu yang menjadi

cakupan kerjanya;

6. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan

dokumentasi dengan PPID Pelaksana / PPID Pembantu

yang menjadi cakupan kerjanya;

7. rnenentukan atau menetapkan suatu informasi dan

dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;

8. menugaskan PPID Pelaksana / PPID Pembantu

dan/atau pejabat fungsional untuk membuat,

mengumpulkan, serta memelihara informasi dan

dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan

9. menetapkan strategi dan metode pembinaan,

pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan

kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh

PPID Pelaksana / PPID Pembantu dan/atau Petugas

Pelayanan Informasi.

PPID Pelaksana / PPID Pembantu sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas dan wewenang

sebagai berikut:

KEEMPAT

I



lliffilt
J

l'Pcrnerintah D

iiifi ii Eiii liltit ill lllit
l.q{i $2

II
IE

t;
IE

lt



a. Tugas:

1. membantu PPID / PPID Utama untuk menyediakan dan

menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Dana

Keistimewaan di Daerah;

2. membantu PPID / PPID Utama melaksanakan tanggung

jawab, tugas, dan kewenangannya;

3. membantu PPID / PPID Utama dalam memfasilitasi

permohonan informasi publik dari masyarakat;

4. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi

publik yang telah ditetapkan PPID / PPID Utama;

5. mengonsolidasikan proses penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan

informasi publik;

6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan

memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

7. membantu PPID / PPID Utama melakukan verifikasi

dokumen informasi publik;

8. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID

/ PPID Utama secara berkala paling sedikit 6 (enam)

bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

9. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan

dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

10. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan

informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi

secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan

prinsip-prinsip pelayanan prima, menyediakan,

menyimpan, mendokumentasikan, mengarsipkan, dan

memutakhirkan informasi publik;

1 1. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan

dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah

Daerah atau Pemerintah KabupatenlKota menjadi

bahan informasi publik;
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

12. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis

dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID

/ PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan;

dan

13. menjamin aksesibilitas informasi dan dokumentasi bagi

masyarakat.

b. Wewenang

1. meminta dokumen informasi publik dari Petugas

Pelayanan Informasi di Badan Publik;

2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi

di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan

informasi pubiik; dan

3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk

menyiapkan dokumen untuk membantu PPID/PPID

Utama dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas

informasi publik yang akan dikecualikan atau

pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu

informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi

publik ditolak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yograkarta

selaku PPID / PPID Utama bertugas mengoordinasikan PPID

Pelaksana / PPID Pembantu dalam mengumumkan dan

menyediakan informasi publik melalui laman (uebsite)

ppid.jogiaprov. go. id.

PPID / PPID Utama bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogzakarta.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta Nomor

338iKEPl2OlO tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Daerah;

b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta Nomor

SO2{KEP l2Ol1 tentang Perubahan Atas Keputusan

Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta Nomor

338/KEPI2OLO tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Daerah;
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